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. TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
No. Kodrek Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Target| Satuan Langkah Aksi Realisasi [% |Realisasi |% |Realisasi [% |Realisasi |%
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.01.0001 [Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen |Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Daerah Renstra, Renstra peubahan,
Renja, Renja
Perubahan,Manajemen
Resiko, Laporan SPM
1.06.01.2.01.0003 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen |Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan 1 Dokumen |[pertemuan pembahasan
Perubahan RKA-SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA Perubahan, RKA
Dokumen Perubahan RKA-SKPD farsial & Penyusunan
dokumen RKA Perubahan
1.06.01.2.01.0005 [Koordinasi dan Penyusunan Perubahan [Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan 1 Dokumen |pertemuan pembahasan
DPA- SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan &Penyusunan dokumen
Dokumen Perubahan DPA-SKPD DPA Murni , DPA Parsial
1.06.01.2.01.0006 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 Laporan |pertemuan pembahasan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil &Penyusunan dokumen
Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian LAKIP
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.01.0007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan |Pertemuan pembahasan
Daerah &Penyusunan evaluasi
kinerja
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
1.06.01.2.02.0001 {Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 38 | Orang/bulan |Pembayaran Gaji dan
Tunjangan ASN tunjangan ASN
1.06.01.2.02.0005 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan |Hasil Laporan keuangan
Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan akhir tahun SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah
pada Perangkat Daerah
1.06.01.2.03.0001 |Penyusunan Perencanaan Kebutuhan |Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 1 Dokumen |Pertemuan pembahasan &
Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Penyusunan Standar
Satuan Harga (SSH)
1.06.01.2.03.0005 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan  |Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan 4 Laporan |Penyusunan laporan

Barang Milik Daerah pada SKPD

Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

rekonsiliasi per triwulan

1.06.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah




1.06.01.2.05.0009 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 40 Orang
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
1.06.01.2.05.0011 |Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 65 Orang Pertemuan dan
Peraturan Perundang-Undangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Pembahasan Manajemen
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.06.0001 {Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Pengadaan Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Instalasi Listrik/Penerangan
Disediakan Bangunan Kantor yang
1.06.01.2.06.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |[Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 Paket Pengadaan Peralatan
Disediakan Rumah Tangga yang
1.06.01.2.06.0004 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket Pengadaan Bahan Logistik
Disediakan Kantor yang Disediakan
1.06.01.2.06.0005 {Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Pengadaan Barang Cetakan
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan dan Penggandaan yang
1.06.01.2.06.0008 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan |Pengadaan jamuan makan
dan minum tamu
1.06.01.2.06.0009 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan |Laporan Hasil Perjalanan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dinas biasa dan dalam
daerah
1.06.01.2.06.0010 {Penatausahaan Arsip Dinamis pada Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 1 Dokumen |[Penyusunan dan Penataan
SKPD Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit Pengadaan Mebel
1.06.01.2.07.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang| 10 Unit Penyusunan Laporan SPM
Lainnya Disediakan
1.06.01.2.07.0010 [Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 10 Unit Pengadaan Sarana dan
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |Kantor atau Bangunan Lainnya yang Prasana Gedung
Disediakan
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.0001 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan Pengadaan Materai
Menyurat
1.06.01.2.08.0002 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber [Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 12 Laporan |Pembayaran Listrik, Internet
Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
1.06.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 12 Laporan |Pembayaran Gaji Pegawai

Kantor

Umum Kantor yang Disediakan

Non ASN, Tunjangan
Lapangan dan honorarium
pengelola barang dan IT

1.06.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah




1.06.01.2.09.0001 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 7 Unit Pembayaran pajak
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan kendaraan dan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas|dibayarkan Pajaknya pemeliharaan kendaraan
Jabatan dinas jabatan

1.06.01.2.09.0002 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 7 Unit Pembayaran pajak
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan kendaraan dan
Kendaraan Dinas Operasional atau Pajak dan Perizinannya pemeliharaan kendaraan
Lapangan dinas jabatan

1.06.01.2.09.0009 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Unit Pemeliharaan Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kantor Bidang Rehdayasos

(SLTR)

1.06.01.2.09.0010 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  [Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 20 Unit Pemeliharaan sarana
Prasarana Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang prasarana kantor ac,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi komputer dan printer

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1.06.07.2.01.0001 |Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta 1 Dokumen |Penyediaan sarana dan
Taman Makam Pahlawan Nasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman prasarana makam pahlawan
Kabupaten/Kota Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1.06.07.2.01.0002 |Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan |Jumlah Makam yang Terpenuhi 400 Makam |Renovasi dan perbaikan

Nasional Kabupaten/Kota

Pemeliharannya pada Taman Makam

Pahlawan Kabupaten/Kota

Makam
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No.| Kodrek | Program/Kegiatan/Subkegiatan |Indikator Satuan Target | Langkah Aksi Realisasi [% |Realisasi [% _|Realisasi [% |Realisasi [%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kab/kota
Sub. Kegiatan : Peningkatan Jum»lah orang menfiapat Koordinasi
. . peningkatan kapasitas dengan
Kemampuan Potensi Pekerja : .

1 b Pekerja Sosial Masyarakat  |Orang Kemensos

Sosial Masyarakat Kewenangan . .
Kewenangan mengenai materi

Kabupaten/Kota e
Kabupaten/Kota sosialisasi
Jumlah Tenaga : .

Sub. Kegiatan : Peningkatan Kesejahteraan Sosial s::rilsas'

Kemampuan Potensi Tenaga Kecamatan Kewenangan 9

2 A . Orang Kemensos
Kesejahteraan Sosial Kecamatan |[Kabupaten/Kota yang B .

. . mengenai materi
Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkat kapasitasnya o E
sosialisasi
kewenangan kabupaten/kota
melakukan
Sub. Kegiatan : Peningkatan Jumlah Keluarga yang Ezs‘rd":]a&

3 Kemampuan Potensi Sumber meningkat Kapasitasnya Kolliai Korr?:nitas
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan ga a——
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota disabilitas dan

Komda lansia
Sub. Kegiatan : Peningkatan Jumlah lembaga melak'ukan
p ) ) koordinas dengan
Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang
. . X ) lembaga-lembaga
4 Kesejahteraan Sosial meningkat Kapasitasnya Lembaga
penyelenggaraan
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan keseiahteraan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota €l
sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Kegiatan: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan
Sub . Kegiatan: Fasilitasi Jufmah Warga N?gara berkoordinasi
Migran Korban Tindak
Pemulangan Warga Negara e dengan
: ; Kekerasan Dari Titik .
Migran Korban Tindak Kekerasan Debarkasi Di Daerah Provinsi Disnakertran,

5 Dari Titik Debarkasi Di Daerah Unduk Dioulanekan Ke Orang Dinas Sosial

Kabupaten/Kota Untuk puiang Provinsi,

Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan
Asal

Desa/Kelurahan Asal
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Desa/Kelurahan
terkait




PROGRAM REHABILTASI SOSIAL

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Jumlah orang yang

mendapatkan pemenuhan Koordinasi
6 Sub. Kegiatan : Penyediaan kebutuhan permakanan Orang dengan LKS LU,
Permakanan sesuai dengan standar Gizi LKS PD serta
minimal kewenangan Desa/Kelurahan
kabupaten/kota
Jumlah Orang Yang
Menerima Pakaian dan Koordinasi
7 Sub. Kegiatan : Penyediaan Kelengkapan lainnya yang Orang dengan TKSK
Sandang tersedia dalam 1 tahun dan pihak
kewenangan desa/kelurahan
Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang Koordinas!
Sub. Kegiatan : Penyediaan Alat rendapathanalal bamlf dan dengan PSM dan
8 alat bantu peraga sesuai Orang .
Bantu pihak
kebutuhan kewenangan
Sabupateniiicts desa/kelurahan
Jumlah Orang yan s .
. . mendapatkaﬁ zelagyanan Koordinasi
g Sub. Kegiatan: Pemberian reunifkasi Keluarga Orang dengan PSM,
Pelayanan Reunifikasi Keluarga TKSK dan pihak
Kewenangan
Kabuipaten/Kota desa/kelurahan
koordinasi
o dengan
Sub. Kegiatan: Pemberian J‘."T“ah Peselna ?'fnbmgan Komunitas
10 Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, F'S'k’ Mental, Spiritual dan Orang penyandang
. Sosial Kewenangan : -
Dan Sosial disabilitas, Komda
Kabupaten/Kota .
lansia, keluarga
anak terlantar
Sub. Kegiatan: Pemberian JurrTlah Peserta Bimbingan koordinasi
Bimbingan Sosial Kepada S Kepenky !(em.a.rga dengan_
Keluarga Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas Komunitas
11 Terlantar, Anak Terlantar, Orang penyandang

Terlantar, Anak Terlantar, Lansia
Terlantar Serta Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

Lansia Terlantar Serta
Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat

disabilitas, Komda
lansia, keluarga
anak terlantar




Sub. Kegiatan: Fasilitasi
Pembuatan Nomor Induk

Jumlah orang yang terpenuhi
kebutuhan Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan,Akta

Koordinasi
dengan PSM,

12 Kependudukan,Akta Kelahiran, Kelahiran, Surat Nikah, Dan [Orang TKSK dan pihak
Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Kartu Identitas Anak bagi desa/kelurahan,
Anak penyandang disabilitas Disdukcapil
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang Koordinasi
Sub.Kegiatan: Pemberian Akses |mendapatkan akses ke dengan PSM dan
13 ke Layanan Pendidikan dan layanan pendidikan dan Orang pihak
Kesehatan Dasar kesehatan dasar desal/kelurahan,
kewenangan kabupaten/kota bidang terkait
Jumlah Orang yang koordinas!
Sub. Kegiatan: Pemberian mendapatkan layanan data dengan PSM,
14 Orang TKSK,
Layanan Data Dan Pengaduan dan pengaduan Kewenangan
Kab/Kota desa/Kelurahan
dan Diskominfo
Jumlah orang yang Heordian)
Sub. Kegiatan : Pemberian mendapatkan pelayanan dengan IPS.M
15 Orang untuk meminta
Layanan Kedaruratan kedaruratan kewenangan £ )
usulan tim reaksi
Kabupaten/Kota
cepat
Jumlah orang yang Koordinasi
16 Sub. Kegiatan : Pemberiaan mendapat pelayanan Orari dengan PSM,
Pelayanan Penelusuran Keluarga |penelusuran keluarga 9 TKSK dan pihak
kewenangan kabupaten/kota desa/kelurahan
Koordinasi
dengan Panti
Jumlah orang yang swastadi Kab
Sub Kegiatan: Pemberian Layanan|mendapatkan Layanan '
17 Rui . Orang Purwakarta,
ujukan rujukan kewenangan )
Kabupaten/Kota Dinsos Prov
Jabar dan
Kemensos RI
Kegiatan : Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Jumlah Orang yang
. ) : Mendapatkan Pemenuhan Koordinasi
18 ﬁ::}l;ef(ea?;itine‘s’:e,ig{ae: ':ia Cuar Kebiflunan Pertiekatan Oran desigan LS LU,
Kesehatan di Luar Panti 9 LKS PD serta

Panti

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Desa/Kelurahan




19

Sub. Kegiatan : Kerjasama Antar
Lembaga dan Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Kerjasama
antar Lembaga dan
Kemitraan dalam
Pelaksanaan Rehabilitasi

Sosial Kabupaten/Kota

Dokumen

Koordinasi antar
perangkat daerah




Sasaran % Realisasi dan Target Kinerja Tindalk Lok RsncanaAksl dan
. : S n

No. Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Target Satuan wil % w2l % [Twal % [twal % Rencana Aksi Permasalahan Upaya Mengatasi Permasalahan Keterangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kab/kota

e 192 PSM
Sub. Kegiatan : Peningkatan J”"?"’“ orang mendapet Koordinasi dengan |Kurangnya melakukap tosialisas! kepada PSM diberikan
Kemampuan Potensi Pekerja peningkatan kepasitas Kemensos pemahaman PSM mengenal Peranan PSM dalam Sosialisasi
1 Sosi Pekerja Sosial Masyarakat 192|Orang 100% p . pengembangan Puskesos, pendataan
osial Masyarakat Kewenanaan mengenai materi mengenai Puskesos PPKS dan penyelenggaraan Tentang
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupate?\ JKota sosialisasi dan SLRT kesejahteraan Zosial Puskesos dan
pendataan PPKS
Diberikan
Jumlah Tenaga sosialisasi
Sub. Kegiatan : Peningkatan | Kesejahteraan Sosial Koordinasl denoer s elaiiuican sceisiiasi pembinasn dan tentang peran
Kemampuan Potensi Tenaga |Kecamatan Kewenangan K 9 Kurangnya bimbi I ' P dan fungsi TKSK

2 |Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang 17|Orang 100% emenses : pembinaan terhadap AN hgen panyo gnggaraan dalam
Kecamatan Kewenangan Meningkat kapasitasnya mer'lg'enall mater TKSK kesejahteraan sosial dl SLRT- Pelaksanaan
Kabupaten/Kota kewenangan soslalisset Puskesoe Kesejahteraan

kabupaten/kota Sosial di Tingkat
Kecamatan
. melakukan
ilfmb'a}f:gﬁ:np;)f:nsl?gt :i:r Jumlah Keluarga yang koordinasi dengan |Kurangnya perhatian pelaksanaan

3 |Kesejahteraan Sosial meningkat Kapasitasnya 40|Keluarga 100% Komunitas mengenai peringatan [mengadakan ke_gialan peringatan hari |Peringatan Hari
Keluarga Kewenangan Kewenangan penyquang hari disabilitas dan  |lansia serta hari disabilitas lansia dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota disabilitas dan Lansia Disabilitas

Komda lansia
Pelaksanaan
sosialisasi tugas
Sub. Kegiatan : Peningkatan |Jumlah lembaga melakykan Belum optimalnya S . dan fungsi SLRT-
Kemampuan Potensi Sumber | Kesejahteraan Sosial yang Ikoo;dmasl der;gan pembinaan terhadap rFr’lenkgadakaFr: b'mb'tn ga; tekmsTSLRT- Puslk eiost,

4 |Kesejahteraan Sosial meningkat Kapasitasnya 30(Lembaga 100% e alga- efnage lembaga-lembaga us b? Zs engLua 1“ St E UL Eenlng e
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Ee e stnggaraan penyelenggaraan zem ? :“ayaansenj Ia?_aKS Kemame;;an
Kewenangan Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota esgja Broe kesejahteraan sosial esejahteraan Sosial ( ) HraNg enma,

sosial LKS dan
organisasi sosial
lainnya
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Kegiatan: Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Darl Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal
; K o Jumlah Warga Negara
Sub . Kegiatan: Fasilitasi Migran Korban Tindak Fililshaan
Pemulangan Warga Negara Kekerasan Dari Titik berkoordinast kesulitan informasi \Tar n o ara
Migran Korban Tindak Debarkasi Di Daerah dengan Fiarak melakukan koordinasi dengan pihak arga :gba
5 Kekerasan Dari Titik Pe = s & Disnakertran, Dinas menjangkau Warga .y ait untuk mendapatkan informasi Al follLs ol
Debarkasi Di Daerah T°"'"s‘ Untuk 25|0rang 100% Sosial Provinsi hegara migran mengenai warga negara migran kekerasan ke
Dipulangkan Ke ’ korban tindak kelurahan/desa
Kabupaten/Kota Untuk Desa/Kelurahan tersebut + Gy
. Desa/Kelurahan Asal : kekerasan asal dari titik
Dipulangkan Ke terkait <
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan debarkasi
Kabupaten/Kota




PROGRAM REHABILTASI SOSIAL

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Jumlah orang yang
o i mendapatkan pemenuhan Koordinasi dengan |, . ian datam Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD, |menyalurkan
Sub. Kegiatan : Penyediaan | kebutuhan permakanan LKS LU, LKS PD 5
6 : 200|Orang 100% penjangkauan LKSA, Desa/Kelurahan untuk bantuan
Permakanan sesual dengan stancar serts erima manfaat menjangkau ima manfaat permakanan
Gizi minimal kewenangan Desa/Kelurahan pes i pener
kabupaten/kota
Jumiah Orang Yang
Menerima Pakaian dan < .
. X ; Koordinasi dengan |kesulitan dalam melakukan koordinasi dengan TKSK
7 g‘:";,;eg‘a’a" - iPenyediagn m n'f:gf"g 100{Orang 100% TKSK dan pihak  |menjangkau dan pihak desarkelurahan untuk g’;ﬁ"::;m
9 desalkelurahan penerima manfaat menjangkau penerima manfaat 9
kewenangan
en/Kota
I i ketidaklengkapan
Sub. Kegiatan : Penyediaan dane adlaaplabanm tu Koordinasi dengan |data pengajuan serta [melakukan verifikasi dan validasi menyalurkan alat
8 Ala!Bai?ua . sestiai ki ebutuh‘::aga 55|Orang 100% PSM dan pihak penerima manfaat secara berkala terhadap calon bantu sesuai
K - desalkelurahan banyak yang penerima manfaat hasil verfikasi
Ka en/Kota meninggal
Jumiah Orang yang < ; :
Sub. Kegiatan: Pemberian | mendapatkan Pelayanan ﬁgzd;‘g’?zgm kesulitan daiam o Hioreunifices]
Z 5 e - " n " melakukan reunifikasi penerima penerima
9 |Pelayanan Reunifikasi reunifkasi Keluarga 30|Orang 100% p menjangkau
pihak A manfaat dan keluarga manfaat dengan
Keluarga Kewenangan elurahan penerima manfaat Kekiar
Kabupaten/Kota deselo e
Jumlah Peserta ;fni:z;dengan :gak ni::sn:jﬁr:(t'uk Imelakukan koordinasi dengan pihak  |terlaksananya
Sub. Kegiatan: Pemberian | Bimbingan Fisik, Mental, , me"fwim yang memiliki kapasitas dalam kegiatan
10 | Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 25|Orang 100% penyandang P Sor memberikan pemahaman mengenai  |bimbingan fisik,
Zi = disabilitas, Komda |bimbingan fisik, e : = g
Spiritual, Dan Sosial Kewenangan lansia. kel tal itual d bimbingan Fisik, mental, spiritual dan |mental, spritual
Kabupaten/Kota ansia, keluarga  mental, spritual can - | q;q) dan sosial
anak terlantar sosial
Sub. Kegiatan: Pemberian Jumlah Peserta G
. X imbi Sosi koordinasi dengan
Bimbingan Sosial Kepads B N} I Kepacks Komunitas kurangnya |melakukan koordinasi dengan pihak  |terlaksananya
Keluarga Penyandang Keluarga Penyandang penyandang pemahaman keluarga yang memiliki kapasitas dalam kegiatan
11 | Disabilitas Terlantar, Anak Disabilitas Terlantar, Anak 75|Orang 100% g dalam memberikan . .
N F disabilitas, Komda : memberikan pemahaman mengenai  |pemberian
Terlantar, Lansia Terlantar Terlantar, Lansia Terlantar laiisia. kaltian edukasi kepada bimbingan sosiel | bimbi sosial
Serta Gelandangan Pengemis | Serta Gelandangan ik t ) targa penerima manfaat nge g
dan Masyarakat Pengemis dan Masyarakat
Jumiah orang yang
terpenuhi kebutuhan i
" dar < terfasilitasinya
Sub. Kegiatan: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Koordinasi dengan .
Pembuatan Nomor Induk | Kependudukan Akta PSM, TKSKdan  |kesulitan dalam ’5‘;?::"3" 'L":l;‘:l"”‘ deg:‘n NIK. mﬁg’;‘.‘:f
12 | Kependudukan,Akta Kelahiran, Surat Nikah, 20| Orang 100% pihak menjangkau i ;a"m‘![a" SW‘;T"?’M i | ra
Kelahiran, Surat Nikah, Dan | Dan Kartu Identitas Anak desa/kelurahan, penerima manfaat |dentitas anak ? K;1u \dentitas
Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disdukcapil ik

disabilitas Kewenangan

Kabupaten/Kota




Sub.Kegiatan: Pemberian

Jumlah Orang yang
mendapatkan akses ke
layanan pendidikan dan

Koordinasi dengan
PSM dan pihak

tidak memiliki
wewenang dalam

berkoordinasi dengan bidang terkait

penerima
manfaat
mendapatkan
akses layanan
pendidikan

13 | Akses ke Layanan Pendidikan 30|Orang 100% mengakses sistem  |dalam pengusulan bantuan pendidikan .
dan Kesehatan Dasar Kesehatan daser d.esa/kelural'?an, informasi pengajuan [maupun kesehatan melalul KIF dan
kewenangan bidang terkait risfima manfaat akses kesehatan
kabupaten/kota po melalui KIS yang
dibiayai
pemerintah
Sub. Kegiatan: Pemberian Jumiah Orang yang koordinasi dengan 4 membentuk hotline pengaduan yang  |terlayaninya
14 |Layanan Data Dan mendapathan layanan 25|Oran 100% PEM< TKSK, bejur memilik terintegrasi dengan SLRT dan engaduan data
Pe¥1 B data dan pengaduan 9 desa/Kelurahan dan |hotline pengaduan Pusekgos 9 garigmas rakit
9a Kewenangan Kab/Kota Diskominfo va
merespon secata
Jumlah orang yang Koordinasi dengan |belum adanya tim 8 . tepat dan
15 Sub. Kegiatan : Pemberian mendapatkan pelayanan 30lo 100% IPSM untuk reaksi cepat dalam membentuk tim rerz:\ 'l(s' capatuniuk tanggap
L Ked 1 Ked fanike rang o int lan ti merespon masalah layanan <
yanan aruratan edaruratan kewenangan meminta usulan tim |penanganan (edariiratan mengenai
Kabupaten/Kota reaksi cepat kedaruratan layanan
kedaruratan
penerima
. . . dumigh orang yang Koordinasi dengan . manfaat
Sub. Kegiatan : Pemberiaan | mendapat pelayanan PSM. TKSK dan kesulitan dalam mendacaikan
16 | Pelayanan Penelusuran penelusuran keluarga 30|Orang 100% 'hak‘ menjangkau menelusuri keluarga penerima manfaat a ar?an
Keluarga kewenangan z' penerima manfaat povay,
esa/kelurahan penelusuran
kabupaten/kota
keluarga
Jumlah orang yang Koorfjinasi dengan tidak adanya panti i penerima
Sub Kegiatan: Pemberian mendapatkan Layanan Pantl. swasta di milik pemerintah melakukan rujukan penerima manfaat manfaat dirujuk
17 L red . 30|Orang 100% Kab. Purwakarta, sesuai dengan kategori penerima ]
ayanan Rujukan rujukan kewenangan . Kabupaten sesuai dengan
Dinsos Prov Jabar manfaat :
Kabupaten/Kota dai Kemensss Rl Purwakarta kategorinya
Kegiatan : Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Jumlah Orang yang
Sub. Kegiatan: Penyediaan Mendapatkan Pemenuhan Koordings! dengan kesulitan dalam Koordinasi dengan LKS LU, LKS PD, menyalurkan
18 | Perbekalan Kesehatan di Luar Katsaisan Pectisian 30(Oran 100% kKBEL,LKS PO njangkauan LKSA, DesafKelurahan untuk frien
Panti resshiaian < Lusr: Pont ’ i seva penerirga manfaat men'a'n kau penerima manfaat perbekalan
Kewenangan Desa/Kelurahan pe RANOKAD pend kesehatan
Kabupaten/Kota
) . Jumlah Dokumen Hasil
i::a.rKL?r:fl;ané g:r:jis:;rr?i?raan Koordinaal dan Kerjasama belum optimalnya teralinnya
19 | datam Pelakasga Sah antar Lembaga dan 30| Dokumen 100% Koordinasi antar Iaksar?aan SIYRT melakukan sosialisas mengenai SLRT |kerjasama antar
L X Kemitraan dalam ° perangkat daerah po dan Puskesos lembaga dan
Rehabilitasi Sosial dan Puskesos Kemitraan

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial Kabupaten/Kota

Purwakarta, 14 Januari 2025

0 -

tasi Dan Pemberdayaan Sosial




RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

. i X TW1 TW 2 W3 TW4
No. Kodrek Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Satuan Target Langkah Aksi Realisasi % |Realisasi [% |Realisasi [% |Realisasi %
1/01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Jumlah Data Fakir Miskin
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Dimutakhirkan dan Dokumen 1
Difasilitasi
Koordinasi
Jumlah Fakir Miskin dengan lintas
1.06.05.2.02.01 |- Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Daerah Orang 345000 sektor seperti 86250| 25 | 172500 | 50 | 258750 | 75| 345000 |100
Kabupaten/Kota yang Didata Operator Desa
/ Kelurahan
Terdapat
beberapa data
yang
Jumlah keluarga yang bermasalah
1.06.05.2.02.02 |- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan pengentasan Keluarga 102038 seperti data 102038 | 100| 102038 | 100| 102038 | 100| 102038 |100
fakir miskin kabupaten / kota tidak padan,
data non aktif,
juga verifikasi
ketidaklayakan
yang masih
kurang update
Koordinasi
dengan Lintas
Jumlah keluarga penerima Sektor dan
1.06.05.2.02.03 |- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga manfaat (KPM) yang Keluarga 27405 SDM Fasilitator| 27405 |100| 27405 |[100| 27405 |[100| 27405 |100
mendapatkan bantuan sosial Bansos, Pihak
kesejahteraan keluarga Bank Himbara
kewenangan kabupaten / dan agen
kota penyalur
Koordinasi
dengan lintas
sektor,
Jumlah orang mendaptkan Peg:r;gl;at
bantuan pengembangan Kelurahan
1.06.05.2.02.04 |- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat ekonomi masyarakat Orang 20 mavpun 20 100 20 100 20 100 20 100
tggenangan kabupaten / Kecamatari
yang terdapat
PPKS (WRSE)
yang memiliki
potensi usaha
01.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Jumlah Data Perlindungan
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Sosial Korban Bencana Dokumen 1
Alam/Sosial yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya




Jumlah Orang yang

Mendapatkan Permakanan deKnooar:lEiar:ias
1.06.06.2.01.01 |-Penyediaan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Orang 100 Segktor aah 25 25 50 50 75 75 100 100
Tanggap Darurat TAGANA
(Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang
Mendapatkan Pakaian dan Koordinasi
) Kelengkapan Lainnya yang dengan Lintas
1.06.06.2.01.02 |-Penyediaan Sandang tersedia pada Masa Orang 70 Sektor dan 18 25 35 50 53 75 70 100
Tanggap Darurat TAGANA
(Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi
g : Jumlah Tempat . dengan Lintas
1.06.06.2.01.03 |- Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Pengungsian Kewenangan Unit 1 Sextardar 1 100 1 100 1 100 A 100
Kabupaten/Kota TAGANA
Jumlah Orang yang S
Mendapatkan Penanganan deﬁooargllr.‘;ilas
1.06.06.2.01.04 |- Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Khusus bagi Kelompok Orang 30 Segktor Han 8 25 15 50 23 75 30 100
Rentan Kewenangan TAGANA
Kabupaten/Kota
Jumlah Korban Bencana Koordinasi
' ] yang Mendapgtkan 'Layanan dengan Lintas
1.06.06.2.01.04 |- Pelayanan Dukungan Psikososial Dukungan Psikososial Orang 30 Seltor dan 8 25 15 50 23 75 30 100
Kewenangan
Kabupaten/Kota TAGANA
Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan |Terfasilitasinya Sarana dan
1:08.06.2.02 Bencana Kabupaten/Kota Prasarana SDM TAGANA BoximSa 1
dan Lumbung Sosial
Koordinasi
Jumlah Kampung yang :
Melaksanakan Koordinasi, dengz:tlc;lrntas
1.06.06.2.02.01 |- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan | Kampung 1 stakehok'ier 1 100 1 100 1 100 1 100
Kampung Siaga Bencana benhsana dan
Kewenangan TAGANA
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang yang S
Melaksanakan Koordinasi, d;warg'fi st;s
1.06.06.2.02.02 |- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Sosialisasi dan Pelaksanaan Orang 25 Segktor d'an 25 100 25 100 25 100 25 100
Taruna Siaga Bencana TAGANA

Kewenangan
Kabupaten/Kota




indikator

Sasaran % Realisasi dan Target Kinerja Tindak Lanjut Rencana Aksi
No. Jenis Pelayanan Indikator Kinerja Rencana Aksi | Permasalahan Keterangan
y ) Target | Satuan TW1 % TW 2 % TW3 % TW4 % dan Upaya Mengatasi 9
Berkoordinasi
Jumlah keluarga Koordinasi dengan dengan lintas
penerima manfaat , sektor seperti
Lintas Sektor dan :
Fasilitasi Bantuan Sosial (KPM) yang SDM Fasilitator Kurang berjalannya Viirarie Betiaibanve pemutakirandata pendamping
Kesejahteraan Keluarga (KPM | mendapatkan bantuan | 27405 KK 100 27405| 100 27405( 100 27405| 100 27405| 100 Barisss Pitiak Barik pemutakhiran data Boer) EPI?A dengan operator
PKH) sosial kesejahteraan ‘ KPM SIKS-NG di Desa
Himbara dan agen
keluarga kewenangan R / Kelurahan agar
kabupaten / kota penya data dapat
termutakhirkan
SDM PPKH 70 ORANG | 100 70{ 100 70{ 100 70{ 100 70( 100
Koordinasi
Terdapat beberapa dengan operator
k
Jumlah Fakir Miskin Koordinasi dengan datayang Terdapat beberapa data yang et helduan
Chsdacean Dute Peliy. Mekdn Cakupan Daerah lintas sektor seperti bermasalan sepery bermasalah seperti data tidak padan, i
Cakupan Daerah P 345000( ORANG | 100 86250| 25| 172500 50| 258750| 75 345000( 100 P data tidak padan, p i padan, | - emadankan
Kabupaten/Kota yang Operator Desa / kurangnya verifikasi data meninggal
Kabupaten/Kota (DTKS) kurangnya verifikasi P data dan
Didata Kelurahan dan non aktif
data meninggal dan memverifikasi
non aktif data meninggal
serta non aktif
Koordinasi
Terdapat beberapa dengan operator
. data yang desa / kelurahan
Koordinasi dengan X Terdapat beberapa data yang
lintas sektor seperti bermasa’an sepert bermasalah seperti data tidak padan, o
PBI APBN 354.906 | ORANG | 100| 354.906 | 100| 354.906 | 100| 354.906 | 100| 354.906 | 100 Pe data tidak padan, e Pacam | - emadankan
Operator Desa / .| kurangnya verifikasi data meninggal
kurangnya verifikasi data dan
Kelurahan , dan non aktif S
data meninggal dan memverifikasi
non aktif data meninggal
serta non aktif
Koordinasi
Terdapat beberapa dengan operator
ki
Koordinasi dengan bermias:ay:zgpertl Terdapat beberapa data yang dese /agealt:rahan
lint i | rti dat: "
PBI APBD 05579 | onanc |100|  96579| 100|  9s570| 100|  95579| 100  95579| 100(ES KON PE | i ok pagan, | Dermaseleh seperti data tidak padan, | ey ganican
Operator Desa / /| kurangnya verifikasi data meninggal
kurangnya verifikasi k data dan
o Kelurahan dan non aktif A
data meninggal dan memverifikasi
non aktif data meninggal
serta non aktif
D Fakir Miski
SOM Qpessiiyr Deg o et 17 | oranG | 100 17| 100 17| 100 17 100 17| 100
(17 Kecamatan x 12 Bulan)
t Fakir Misk
SO Crsiratin oo pa K MK 176 | oranG | 100 175/ 100 175| 100 175| 100 175| 100
(175 Kecamatan x 4 Bulan)




Jumlah keluarga yang

Koordinasi dengan

Terdapat beberapa
data yang
bermasalah seperti

Terdapat beberapa data yang

Koordinasi
dengan operator
desa / kelurahan

Pengelolaan Data Fakir Miskin |mendapatkan KK lintas sektor seperti| data tidak padan, | bermasalah seperti data tidak padan, agar
Cakupan Daerah pengentasan fakir 102038 (Keluarga) 100 102038| 100 102038| 100 102038| 100 102038| 100| Operator Desa/ | data non aktif, juga data non aktif, juga verifikasi memadankan
Kabupaten/Kota (PKH + BPNT)  [miskin kabupaten / § Kelurahan, verifikasi ketidaklayakan yang masih kurang data dan
kota Pendamping PKH | ketidaklayakan yang update memverifikasi
masih kurang data meninggal
update serta non aktif
| ir Miski
SHN e Laa Pl ] 2 | orane | 100 2| 100 2| 100 2| 100 2{ 100
(2 orang x 12 Bulan)
Koordinasi dengan
lintas sektor,
Jumlah orang
Perangkat Desa /
mendapatkan bantuan
Fasilitasi Bantuan e Kelurahan maupun
Pengembangan Ekonomi peng & 20 ORANG | 100 20 100 20 100 20 100 20 100| Kecamatan yang
ekonomi masyarakat
Masyarakat terdapat PPKS
kewenangan
(WRSE) yang
kabupaten / kota e .
memiliki potensi
usaha
D
PROGRAM PENANGANAN :e:::::asie:::"g:"n
BENCANA e L cidoa
Bencana
Layanan Kebencanaan
Koordinasi
dengan Dinas
Jumlah Orang yang Sosial Provinsi
Mendapatkan G::f:: k:::r::;:lng Jawa Barat dan
Permakanan 3x1 Hari Koordinasi dengan e ls:k terbatas/ Gudang logistik yang kurang memadai, PSKBA
- Penyediaan Permakanan dalam Masa Tanggap 100 Orang | 100 25 25 50 50 75 75 100 100 | Lintas Sektor dan Ifmbun o " | Logistik terbatas, lumbung sosial hanya | Kemensos RI
Darurat (Pengungsian) TAGANA & ada di 4 Kecamatan untuk minta
hanya ada di 4
Kewenangan KeGaratan buffer stock
Kabupaten/Kota tambahan serta
lumbung sosial
tambahan
Koordinasi
dengan Dinas
Jumlah Orang yang Sosial Provinsi
Mendapatkan Pakaian Gudang logistik yang 4
dan Kelengkapan kurang memadai Jawa Barat clan
Talars :n ':ersedla Koordinasi dengan o Is:k terbatasl Gudang logistik yang kurang memadai, PSKBA
- Penyediaan Sandang Y yane 70 Orang | 100 18 25 35 50 53 75 70 100 Lintas Sektor dan = " | Logistik terbatas, lumbung sosial hanya | Kemensos R
pada Masa Tanggap lumbung sosial % ¢
TAGANA A ada di 4 Kecamatan untuk minta
Darurat (Pengungsian) hanya ada di 4
buffer stock
Kewenangan Kecamatan
tambahan serta
Kabupaten/Kota ,
lumbung sosial
tambahan
TET]alntyd UENLdld " N
bersifat aksidental d::c;r:ng::[)
Jumlah Tempat Ao (tidak dapat di Terjadinya bencana bersifat aksidental g !
Penyediaan Tempat Pengungsian Koordlnasi dengan rediksi) + (tidak dapat di prediksi) + Terdampak TAGANA, aan
I D il 1 unit | 100 1 100 1 100 1 |100] 1 100| Lintas Sektor dan P PR-E 0 pengelola
Penampungan Pengungsi Kewenangan Terdampak refocusing (pemotongan anggaran 10 p
TAGANA 3 3 lumbung sosial
Kabupaten/Kota refocusing jt)
untuk siaga
(pemotongan

1048

bencana




Jumlah Orang yang

Mendapatkan Koordinasi
Koordinasi dengan KK yang tidak X - dengan
- Kh i P an I
Penanganan Khusus bag enanganan Knasus 30 Orang | 100 8 25 15 50 23 75 30 100 | Lintas Sektor dan | dilampirkan di surat KK yang udak dilamplrkan d surat Desa/Kelurahan
Kelompok Rentan bagi Kelompok Rentan permohonan
TAGANA permohonan untuk
Kewenangan | irkan KK
2 s melampirkan
Jumlah Korban
Bancana yang Koordinasi
Koordinasi dengan KK yang tidak . . dengan
- dapatk: I
Peayenan Paikgan MenCapatan Layanan 30 Orang | 100 8 25 16 50 23 75 30 100 | Lintas Sektor dan | dilampirkan di surat KKyang ticak cllampirkan i surat Desa/Kelurahan
Psikososial Dukungan Pslkososial permohonan
TAGANA permohonan untuk
Kewenangan melampirkan KK
Kabupaten/Kota :
Penyelengaraan Pemberdayaan
Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Kabup /Kota
dumiah Kampling yang Untuk membangun Koordinasi
Melaksanakan b
- KSB diperlukannya dengan
Koordinasi, Sosialisasi Koordinasi dengan
X SK Bupati dan Untuk membangun KSB diperlukannya Kecamatan
S Rodigk, SAUNGEN dan e anann s kesiapan dari SK Bupati dan kesiapan dari masyarakat| Rentan Bencan
Pelaksanaan Kampung Siaga Kampung Siaga 1 Kampung | 100 1 100 1 100 1 100 1 100 stakeholder P P P Y Fneana
masyarakat / / kampung / kecamatan untuk terkait
Bencana Bencana Kewenangan bencana dan
kampung / mengajukan KSB Pembentukan
Kabupaten/Kota TAGANA
kecamatan untuk Kampung Siaga
mengajukan KSB Bencana
SDM P lola Lumb Sosial
e S B0 12 Orang | 100 12( 100 12( 100 12[ 100 12| 100
3 Orang x 4 Lumbung
Jumlah Orang yang Koordinasi
Melaksanakan Kurangnya anggota dengan Dinas
Koordinasi, Sosialisasi TAGANA di Sosial Provinsi
K K ta T NA di
:KoorGinesly Sosiailsasi dan :::u::lg:(:a: aB:'r‘u:an Roordinas! dengan Purw:::r‘t):t(f)r;lum K::’u“i’:\:] i’zgr?a:ar:\aa(?)e:ni da:!\l:(eekrtn:ios
Pelaksanaan Taruna Siaga 8 1 25 orang |100| 26 [100| 25 (100 25 [100| 25 | 100| LintasSektor dan 2 ) _ Y
Bercans Kewenangan TAGANA mewakili mewakili Kecamatan) minimal 2 PSKBA untuk pra
Kabupaten/Kota Kecamatan) minimal personil per kecamatan. syarat
2 personil per pengajuan
kecamatan. personil

TAGANA baru




RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

s & TW1 TW2 TW3 W4
No.| Kodrek P Ik t: Indikator Satuan | Target L kah Aksi
g g rge g Realisasi 1% m_—— %  |Realisasl _ |% |Realisasi %
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01 Pelembagoan Pengarusutamaan Gender (PUG)
pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 {2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi untuk Sub
S0y A pao e Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Koordinasi
ﬁm’d":’r‘f'ﬂ‘i";fb'm‘;’:'“s' Pelaksanaan PUG Pela Pengar Dok 1 dan Sinkronisasi £ 4 48000000 {100 |- o .
9 Gender (PUG) Kewenangan Pelaksanaan PUG
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 |2.08.02.2.01.0006 Kocedinast dari
Jumlah SDM yangmemperoleh Konsulisst Untuk S.Ub
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan advokasi Kebijakan dan Rogiatd Advokasl
P id St & Orang 30 Kebijakan dan 30,694,000 | 68,21 | 7,890,000.00 | 17,53 | 2,996,000.00 | 6,66 | 3,420,000.00 | 7,60
enyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Pendampingan Pendampingan
Penyelenggaraan PUG Penyelenggaraan PUG
Kewenangan Kab/Kota
2.08.02.2.01.0008
9208022 Koordinasi dan
e Konsultasi untuk Sub
o i i e z Jumlah peserta sosialisasi 3 R
i o PUGS kebijakan penyelenggaraan Orang 30 Kegfgmn Sostalissat 50,000,000 100
kewenangan Kab/Kota PUG tingkat Kab/Kota Kebijakan
9 Penyelenggaraan PUG
Kewenangan Kab/Kota
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum,
Sosial, dan Ekonomi pada Qrganisasi
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
4 12.08.02.2.02.0001
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi Sub
Sosialisasi Peningkatan Kegiatan Sosialisasi
iali Peningh Partisipasi Peremp di Partisipasi Perempuan di Peningkatan
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Bidang Politik, Hukum, Sosial |2¥Y™e" (1| b tisipasi Perempuan 75,000,000 - /100
dan Ekonomi di Bidang Politik,
Kewenangan Kabupaten/Kota Hukum, Sosial dan
Ekonomi
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
5 (2.08.02.2.03.0003
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Komunikasi 5:;::‘;3' Sub
Pengembangan Korr i, Informasi dan Edukasi L’,‘:‘:“"::ri:a';:g:’::z (:ﬂ:‘) Pengembangan
(KIE) Pemberdayaan P puan Ki g ' ye eak ps . {Dokumen |1 Komunikasi, Informasi 55,000,000 100
Kabupaten/Kota Tl s & dan Edukasi (KIE)
Tersedia Pemberdayaan
Perempuan
Kewenangan Kab/Kota




2.08.04

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.01.0003 )
Koordinasi dan
Jumlah Dokumen Hasil l;on:::gzsn Sub
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Pengembangan Kegiatan p:g b
Peningk Kualitas Kel K Masyarakat untuk Peningkatan {Dokumen ngeImveNngan 50,000,000 |[100
Kabupaten/Kota Kualitas Keluarga Kewenangan Keglatan "."“Y"’“"""
Kabupaten/Kota unituk Peainghatar
Kualitas Keluarga
Kewenangan Kab/Kota
2.08.04.2.03
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03.0001
Koordinasi dan
Kansultasi untuk
Jumlah Layanan Komprehensif} Pelaksanaan Sub
bagi Keluarga dalam Kegiatan Pelaksanaan
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensil bagi |Mewujudkan Kesetaraan Penyediaan Layanan
Keluarga da|a'm Mewujl_)dkan KG dan Perlindungan Gender (KG) dan Perlindungan Layanan Komprehensif bagi 18,563,000 2652 116,443,000 |23.49|34904000 |7660
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Anak yang Keluarga dalam
Kabupaten/Kota Wilayah Kerjanya Lingkup Mewujudkan KG dan
Daerah Kabupaten/Kota yang Perlindungan Anak
Tersedia yang Wilayah Kerjanya
dalam Daerah
Kab/Kota
2.08.06 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK
#05.95.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian
Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data
di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05.2.01.0001
Koordinasi dan
Kansultasi unuk
Jumlah Dokumen Data Gender] Pelaksanaan Sub
s:mm’:’oza Gender dan Anak di Kewenangan | 4. o nak Kabupaten/Kota yang | Dokumen Kegiatan Penyedi 37,000,000 |8222[3000000  [30.40
Tersedia Data Gender dan Anak
di Kewenangan
Kab/Kota
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RENCANA AKSI TAHUN 2025
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA

< . . . TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
No. Kodrek Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Satuan | Target| Langkah Aksi Realisasi 1% |Realisasi |%|Realisasi |% |Realisasi |%
1 12.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN Tingkat Penguatan Persen 100
PEREMPUAN Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
1 |2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap |Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1
Perempuan Lingkup Daerah Koodinasi dan
Kabupaten/Kota Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan
Kegiatan Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Perempuan Kewenangan
Kabupate/Kota
2.08.03.2.01.0001 |Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 Melaksanakan 0] O 0| O (o] ¢} 0|0

Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan

Kekerasan Terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Koodinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Perempuan
Kewenangan
Kabupate/Kota

Rapat
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Kebijakan,
Program dan
Kegiatan
Pencegahan
Kekerasan
Terhadap
Perempuan




2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Jumliah Perempuan Orang 50
Lanjutan bagi Perempuan Korban |Korban Kekerasan
Kekerasan yang Memerlukan Tingkat Kabupaten/Kota
Koordinasi Kewenangan yang Mendapatkan
Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan
2.08.03.2.02.0001 |Penyediaan Layanan Pengaduan [Jumlah Perempuan Korban| Orang 50 |1. Memberikan 18.000.000 | 11
Masyarakat bagi Perempuan Kekerasan Tingkat Layanan
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang kepada
Kabupaten/Kota Mendapatkan Layanan Masyarakat
Pengaduan bagi
Perempuan
dan Anak
Korban
Kekerasan
secara online
maupun offline
2.
Melaksanakan
Pendampingan
Layanan
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan |Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1
Lembaga Penyedia Layanan Penguatan Jejaring Antar
Perlindungan Perempuan Tingkat [Lembaga Penyedia
Daerah Kabupaten/Kota Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03.0004 |Penguatan Jejaring antar Lembaga [Jumlah Dokumen Hasil Dokumen 1 f 8 of O
Penyedia Layanan Perlindungan Penguatan Jejaring Antar Melaksanakan
Perempuan Kewenangan Lembaga Penyedia Koordinasi
Kabupaten/Kota Layanan Perlindungan dengan
Perempuan Kewenangan Penyedia
Kabupaten/Kota Layanan
Perlindungan
Perempuan
dan Anak
2
Melaksanakan
kerjasama

dengan pihak-
pihak terkait




Pemerintah, Nonpemerintah, dan
Dunia Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha yang
Mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha

Il [2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK Persentase Pemenuhan Persen 100
ANAK (PHA) Hak Anak
4 12.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga [Jumlah Organisasi Organisasi| 75
Pemerintah, Nonpemerintah, dan |Pemerintah, Non
Dunia Usaha Kewenangan Pemerintah, Media dan
Kabupaten/Kota Dunia Usaha yang
Mendapat Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak
pada Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
2.08.06.2.02.0001 |Pelembagaan PHA pada Lembaga |Jumlah Organisasi Organisasi 75 |Melaksanakan

rapat mengenai
"Kabupaten
Layak Anak
(KLA)" selama
3 kali
pertemuan




2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Jumlah Anak yang Orang 100
Lembaga Penyedia Layanan Mendapatkan Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak |Peningkatan Kualitas
Kewenangan Kabupaten/Kota Hidup Anak
2.08.06.2.02.0001 |Penyediaan Layanan Peningkatan [Jumlah Anak yang Orang 100 |1 0 0| 0 (0] )

Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Mendapatkan Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak

Melaksanakan
Rapat
Koordinasi
Program Kerja
Forum Anak
Kabupaten
Purwakarta

2.
Melaksanakan
Kegiatan
Workshop
Forum Anak
Kabupaten
Purwakarta

g / S.H., M.Si

4525 198803 1 008

Purwakarta, 14 Januari 2025
Kepala Bidang Perlindungan
Perempuah dan Anak

Hj. Rd. Heni Hendrayani, S.H., M.M.
NIP. 19671108 199302 2 001




